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ABSTRAK



1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum1 yang artinya semua kehidupan

bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara dan pelaksanaan suatu konstitusi

dijalankan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dalam negara hukum,

kekuasaan dijalankan oleh pemerintah berdasarkan kedaulatan hukum.2

Tidak hanya itu, Indonesia berlandaskan Pancasila yang artinya Indonesia

menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua hak warga

negaranya. Equality Before The Law, yaitu norma yang melindungi hak asasi

manusia berarti semua warga negara harus sama dihadapan hukum dan

diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum maupun pemerintah.3

Pada dasarnya, setiap orang yang memiliki perkara hukum berhak untuk

mendapatkan bantuan hukum. Persamaan dihadapan hukum dan persamaan

perlakuan merupakan bentuk pemberian bantuan hukum kepada masyarakat

tidak mampu, dimana bukan hanya orang yang mampu saja mendapatkan

dampingan penasihat hukum tetapi juga orang yang tidak mampu berhak

mendapat akses terhadap keadilan (access to justice).4

1 Republik Indonesia., Undang-Undang Dasar, Pasal 1 Ayat (3) Tahun 1945.
2 Muntoha., Demokrasi dan Negara Hukum, Jurnal Hukum, Vol. 16, No. 3, Juli 2009, hlm.

380. Diperoleh dari https://media.neliti.com/media/publications/84235-ID-demokrasi-dan-negara-
hukum.pdf. Diakses pada tanggal 08 Agustus 2020 jam 15.00 WIB.

3 Haris Azhar., Equality Before The Law Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia, dikutip dari
https://lokataru.id/equality-before-the-law-dalam-sistem-peradilan-di-indonesia/. Diakses pada
tanggal 08 Agustus 2020 jam 15.09 WIB.

4 Frans Hendra Winarta., Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan
Hukum, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009, hlm.2.

https://media.neliti.com/media/publications/84235-ID-demokrasi-dan-negara-hukum.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/84235-ID-demokrasi-dan-negara-hukum.pdf
https://lokataru.id/equality-before-the-law-dalam-sistem-peradilan-di-indonesia/
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Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 dikatakan bahwa

kedudukan semua warga dianggap sama didalam hukum.5 Kemudian, Pasal

28D menjelaskan bahwa semua orang berhak atas perlindungan dan kepastian

hukum perlakuan yang sama dihadapan hukum. Didalam pasal ini negara

memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang

adil tanpa membedakan kedudukan setiap orang, termasuk orang tidak

mampu untuk mendapatkan keadilan agar terpenuhinya hak warga negara .6

Jaminan atas akses bantuan hukum juga disebutkan secara jelas pada

Pasal 28G menyatakan bahwa, semua warga negara Indonesia berhak

mendapatkan perlindungan dari segala hal, dalam hal tersebut adalah bagian

dari hak asasi.7 Jaminan bantuan hukum juga semakin dikuatkan pada Pasal

28H yang menjelaskan bahwa setiap warga negara diberi kemudahan dan

perlakuan yang sama untuk mendapatkan keadilan.8 Sementara itu dalam

Pasal 34 UUD 1945 menyatakan bahwa fakir miskin anak-anak yang terlantar

menjadi tanggung jawab Negara.9

Masalah hukum yang terjadi dikalangan orang atau kelompok miskin saat

ini semakin banyak sehingga menuntut Pemerintah untuk segera mengaturnya

secara sistematik dan mengelola secara profesional.10 Menindaklanjuti hal

tersebut, Pemerintah membuat peraturan mengenai bantuan hukum yang

bertujuan untuk memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada

5 Republik Indonesia., Undang-Undang Dasar, Pasal 27 Ayat (1) Tahun 1945.
6 Republik Indonesia., Undang-Undang Dasar, Pasal 28D Ayat (1) Tahun 1945.
7 Republik Indonesia., Undang-Undang Dasar, Pasal 28G Ayat (1) Tahun 1945.
8 Republik Indonesia., Undang-Undang Dasar, Pasal 28H Ayat (2) Tahun 1945.
9 Republik Indonesia., Undang-Undang Dasar, Pasal 34 Tahun 1945.
10 Yaman dan Nurtin Taringan., Peran Advokat Dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta:

Kencana, 2019, hlm. 236.
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masyarakat tidak mampu yang selanjutnya disebut penerima bantuan hukum.

Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang

tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi

masalah hukum.11

Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan

hukum.12 Pemberian bantuan hukum meliputi perkara perdata, pidana, tata

usaha negara baik secara litigasi (penyelesaian perkara hukum melalui jalur

pengadilan) maupun nonlitigasi (penyelesaian perkara hukum diluar jalur

persidangan). Untuk penyelengaraan dan pemberian bantuan hukum bagi

masyarakat tidak mampu dapat ditempuh melalui dua cara bisa melalui

Pengadilan Negeri maupun Lembaga Bantuan Hukum (LBH).13

Menurut Adnan Buyung Nasution, bantuan hukum adalah bantuan

hukum yang diberikan kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah atau

miskin, ukuran kemiskinan sampai saat ini masih tetap merupakan masalah

yang sulit dipecahkan, bukan saja bagi negara-negara berkembang bahkan

negara-negara maju pun masih tetap menjadi masalah.14

Lahirnya organisasi bantuan hukum atau yang disebut Lembaga Bantuan

Hukum yakni pada Kongres III dari Organisasi Persatuan Advokat Indonesia

(Peradin) pada tahun 1969 di Jakarta. Kini, organisasi bantuan hukum ada

11 Republik Indonesia., Undang-Undang Nomor 16, tentang Bantuan Hukum, Pasal 1 Ayat
(2), Tahun 2011.

12 Republik Indonesia., Undang-Undang Nomor 16, tentang Bantuan Hukum, Pasal 1 Ayat
(1), Tahun 2011.

13 Andry Rahman Arif., Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Yang
Tidak Mampu Dalam Perkara Pidana Di Kota Bandar Lampung, Jurnal Hukum, Vol. 9, No. 1,
Januari-Maret 2015, hlm 106. Diperoleh dari file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/591-
1887-2-PB.pdf. Diakses pada tanggal 13 September 2020 jam 16.06 WIB.

14 Adnan Buyung Nasution., Bantuan Hukum di Indoneisa, Bantuan Hukum dan Politik
Pembangunan, Jakarta: LP3ES, 2007, hlm. 1.

file://C:/Users/User/AppData/Local/Temp/591-1887-2-PB.pdf.
file://C:/Users/User/AppData/Local/Temp/591-1887-2-PB.pdf.
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diseluruh wilayah Indonesia, ada yang di Pengadilan Negeri yang didirikan

oleh advokat ataupun di universitas maupun organisasi massa yang

memberikan bantuan hukum gratis.15

Lembaga bantuan hukum di Indonesia ada tiga, yaitu Lembaga Bantuan

Hukum (LBH) adalah lembaga yang memberikan bantuan hukum secara

gratis kepada masyarakat yang membutuhkan memenuhi ketentuan tertentu

yang ditetapkan Undang-Undang Bantuan Hukum dan peraturan turunannya.

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) adalah layanan bantuan hukum yang

dibentuk oleh dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama. Dan yang

terakhir, ada Pengacara Prabono yakni suatu perbuatan/pelayanan hukum

yang dilakukan untuk kepentingan umum atau pihak yang tidak mampu tanpa

dipungut biaya. Jasa pengacara prabono dapat diartikan sebagai jasa bantuan

hukum yang diberikan oleh pengacara secara gratis.16

Agar para pencari keadilan dapat mencapai maksud dan tujuannya

memperoleh bantuan hukum dan pelayanan hukum, organiasi bantuan hukum

mendirikan pos bantuan hukum di kantor Pengadilan.17 Mahkamah Agung

menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1

Tahun 2014 yang mengatur tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum

Bagi Masyarkat Tidak Mampu di Pengadilan yang memberikan layanan

15 Anggara., Organisasi Advokat dan Program Bantuan Hukum Di Indonesia, 2011, dikutip
dari https://icjr.or.id/organisasi-advokat-dan-program-bantuan-hukum-di-indonesia/. Diakses pada
tanggal 12 September 2020 jam 12.14 WIB.

16 Thareq Akmal Hibatullah., Kenali Tiga Lembaga Alternatif Pemberi Bantuan Hukum,
dikutip dari https://smartlegal.id/smarticle/2018/12/28/kenali-tiga-lembaga-alternatif-pemberi-
bantuan-hukum/. Diakses pada tanggal 09 Agustus 2020 jam 12.42 WIB.

17 Pengadilan Negeri Palembang., Pelayanan Bantuan Hukum, dikutip dari http://pt-
palembang.go.id/index.php/20-standar-pelayanan/162-pelayanan-bantuan-hukum1. Diakses pada
tanggal 12 September 2020 jam 12.15 WIB.

https://icjr.or.id/organisasi-advokat-dan-program-bantuan-hukum-di-indonesia/.
https://smartlegal.id/smarticle/2018/12/28/kenali-tiga-lembaga-alternatif-pemberi-bantuan-hukum/
https://smartlegal.id/smarticle/2018/12/28/kenali-tiga-lembaga-alternatif-pemberi-bantuan-hukum/
http://pt-palembang.go.id/index.php/20-standar-pelayanan/162-pelayanan-bantuan-hukum1.
http://pt-palembang.go.id/index.php/20-standar-pelayanan/162-pelayanan-bantuan-hukum1.
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pembebasan biaya perkara, penyelenggaraan sidang diluar pengadilan dan

penyedia Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan.

Menurut Pasal 1 Ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Pos Bantuan Hukum

adalah tempat pelayanan untuk memberikan layanan hukum berupa informasi,

konsultasi dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang

disediakan oleh Pengadilan.18

Hal ini mengacu terhadap Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009

tentang Peradilan Umum, yaitu Pasal 68C yang menjelaskan bahwa Pos

Bantuan Hukum didirikan di Pengadilan Negeri bertujuan untuk masyarakat

tidak mampu agar memperoleh bantuan hukum.19 Serta Pasal 23 Ayat (1)

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014

menjelaskan bahwa semua pengadilan membentuk Posbakum Pengadilan.20

KUHAP adalah patokan pelaksanaan hukum di Indonesia yang

memberikan perlindungan hak asasi manusia dengan mengatur hak-hak yang

dimiliki oleh tersangka dan/atau terdakwa. Hak-hak tersebut yaitu

mendapatkan bantuan hukum yang dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam Pasal 54-56 dimana bantuan hukum

dimulai dari tingkat pemeriksaan pendahuluan sampai tingkat pemeriksaan di

18 Republik Indonesia., Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1, tentang
Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, Pasal 1
Ayat (6) Tahun 2014.
19 Republik Indonesia., Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, tentang Peradilan Umum

20 Republik Indonesia., Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1, tentang Pedoman Pemberian
Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Pasal 23 Ayat (1), Tahun 2014.
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Pengadilan.21 Pemberian bantuan hukum tidak memandang status sosial

seseorang, hal ini sesuai dengan ada pada negara hukum (rechtsstaat)

bahwasanya suatu negara mengakui dan melindungi hak warga negaranya.22

Pengadilan adalah lembaga resmi yang menyelenggarakan sistem

peradilan berupa pemeriksaan, persidangan dan putusan perkara. Ada 3 (tiga)

peradilan umum di Indonesia, yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi

dan Mahkamah Agung. Pengadilan Negeri adalah pengadilan umum yang

bertanggungjawab dalam pemeriksaan dan pemutusan perkara ditingkat

pertama terhadap semua perkara pidana serta perdata dari semua golongan

penduduk (termasuk warga negara dan orang asing) yang tinggal diwilayah

ibukota, kabupaten/kota dan wilayah yurdiksinya.23

Pengadilan Tinggi adalah bertugas memeriksa kembali kasus yang sudah

diputuskan oleh pengadilan negeri terletak di ibukota, dengan daerah

yuridiksinya meliputi wilayah provinsi. Mahkamah Agung merupakan

lembaga tertinggi peradilan negara yang bertanggungjawab atas lingkungan

peradilan umum dan berkedudukan di ibukota (Jakarta).24

Dalam pemberian bantuan hukum harus dilakukan oleh orang yang ahli

dibidang hukum dan berpengalaman karena hal ini berkaitan konsep bantuan

hukum dalam memenuhi hak seseorang yang memiliki perkara hukum.25

Petugas Pos Bantuan Hukum adalah Advokat, Sarjana Hukum dan Sarjana

21 Andry Rahman Arif., Op.cit, hlm. 104.
22 Ibid., hlm. 105
23 Yusron., Pengertian dan Tugas Wewenang Peradilan Umum (Pengadilan Negeri,

Pengadilan Tinggi, MA dll), dikutip dari https://belajargiat.id/peradilan-umum-di-indonesia/.
Diakses pada tanggal 08 Agustus 2020 jam 16.09 WIB.

24 Ibid.
25 Andy Rahman Arif., Op.cit, hlm. 105.

https://belajargiat.id/peradilan-umum-di-indonesia/
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Syariah yang berasal dari Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan

yang bekerjasama dengan Pengadilan.26 Advokat atau pengacara sebagai

profesi yang berkaitan dengan bantuan hukum ini, diatur dalam Pasal 22 Ayat

(1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menyebutkan

bahwa seorang Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara gratis

kepada masyarakat yang tidak mampu.27 Profesi advokat bukan semata-mata

untuk mencari keuntungan tetapi terdapat nilai keadilan dan kebenaran yang

dijunjung tinggi dan harus bersikap jujur dan bermoral tinggi untuk

mendapatkan kepercayaan publik, maka dari itu memberi bantuan hukum

merupakan kewajiban setiap advokat.28

Pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi terdakwa yang tidak mampu

melalui penetapan hakim majelis menangani perkara tersebut lalu

berkonsultasi dengan Ketua Pengadilan untuk memunjuk satu orang advokat

melalui Pos Bantuan Hukum.29

Dalam memberikan layanan bantuan hukum, Pengadilan Negeri harus

melakukan kerjasama kelembagaan yang berada diwilayah hukum pengadilan

tersebut. Sesuai dengan Pasal 26 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung

Nomor 1 Tahun 2014 mengenai kerjasama kelembagaan tersebut merupakan

lembaga masyarakat sipil penyedia advokasi hukum dan/atau unit kerja

advokasi hukum pada Organisasi Profesi Advokat maupun Lembaga

26 Republik Indonesia., Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1, tentang Pedoman Pemberian
Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Pasal 1 Ayat (7), Tahun 2014.

27 Republik Indonesia., Undang-Undang Nomor 18, tentang Advokat, Pasal 22 Ayat (1),
Tahun 2003.

28 Yaman dan Nurtin Tarigan., Peran Advokat Dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta:
Kencana, 2019, hlm. 19.

29 Andy Rahman Arif., Op.cit, hlm. 106.
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Konsultasi Bantuan Hukum Perguruan Tinggi. Kerjasama kelembagaan

dilakukan melalui perjanjian kerjasama untuk menjadi petugas Posbakum.30

Lembaga yang menjalin kerjasama dengan Pengadilan untuk menjadi

Anggota Posbakum Pengadilan menurut Pasal 27 Peraturan Mahkamah

Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 harus memenuhi syarat

sebagai berikut:

1. Berbentuk badan hukum, berdomisili diwilayah hukum Pengadilan;

2. Memiliki pengalaman dalam menangani perkara dan/atau beracara di

pengadilan;

3. Memiliki minimal satu orang Advokat, memiliki staf atau anggota yang

nantinya bertugas di Posbakum Pengadilan yang bergelar minimal

Sarjana Hukum atau Sarjana Syariah;

4. Lulus tes kualifikasi yang ditetapkan oleh Pengadilan;

5. Apabila menyertakan mahasiswa untuk bertugas di Posbakum Pengadilan,

harus yang telah menempuh 140 sks dan lulus mata kuliah hukum acara

serta Praktek Hukum Acara dan selama bertugas ada dibawah

pengawasan seorang Advokat atau Sarjana Hukum atau Sarjana

Syariah.31

Dalam suatu organisasi bantuan hukum terdapat kesulitan salah satunya

yaitu mengenai dana operasional untuk mengelola organisasi tersebut

mengingat organisasi ini berdiri dengan maksud untuk memberikan bantuan

30 Republik Indonesia., Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1, temtang Pedoman Pemberian
Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Pasal 26 Ayat (1), Tahun 2014.

31 Republik Indonesia., Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1, tentang Pemberian Layanan
Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Pasal 27, Tahun 2014.
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hukum secara cuma-cuma, anggaran pembiayaan tersebut dapat diperoleh

melalui APBN maupun APBD, anggaran dari masyarakat secara sukarela,

anggaran dari koperasi organisasi penasihat hukum ataupun didirikannya

yayasan dengan tujuan tersebut.

Dasar hukum mengenai penyaluran dana bantuan ini ditegaskan dalam

Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indoneisa Nomor 42 Tahun

2013 menyatakan bahwa sumber pendanaan Penyelenggaraan Bantuan

Hukum berasal APBN.32 Dan pada Pasal 19 Ayat (1) diterangkan bahwa

daerah dapat mengalokasikan anggaran bantuan hukum dalam APBD

kemudian anggaran dari dana hibah atau sumbangan bahkan koperasi dapat

diberikan bersamaan dengan sumber dana APBN dan APBD.33

Mekanisme pembiayaan pelaksanaan hukum dalam menyelesaikan

perkara pidana maupun perdata akan dibebankan kepada Negara yang

ditegaskan dalam Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat

Tidak Mampu Di Pengadilan bahwasanya biaya tersebut dibebankan kepada

Negara melalui anggaran Mahkamah Agung Republik Indonesia.34

32 Republik Indonesia., Peraturan Pemerintah Nomor 42, tentang Syarat dan Tata Cara
Pemberian Bantuan Hukum dan Dana Penyaluran Bantuan Hukum, Pasal 18, Tahun 2013.

33 Republik Indonesia., Peraturan Pemerintah Nomor 42, tentang Syarat dan Tata Cara
Pemberian Bantuan Hukum dan Dana Penyaluran Bantuan Hukum, Pasal 19 Aayt (1), Tahun 2013.

34 Republik Indonesia., Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1, tentang Pedoman Pemberian
Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Pasal 6 Ayat (1), Tahun 2014.
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Berdasarkan permasalahan yang dijelaskan dilatar belakang, peneliti

tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul “PELAKSANAAN

FUNGSI POS BANTUAN HUKUM DALAM PEMENUHAN HAK

TERDAKWA DI PENGADILAN NEGERI KLAS 1A PALEMBANG”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan pokok dalam

penelitian ini yaitu bagaimana peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di

Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang. Dari permasalahan pokok tersebut

dibatasi dalam sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bantuan hukum yang diberikan oleh Pos Bantuan Hukum

dalam pemenuhan hak terdakwa di Pengadilan Negeri Klas 1A

Palembang?

2. Apa yang menjadi faktor penghambat Pos Bantuan Hukum dalam

pemberian layanan bantuan hukum untuk memenuhi hak terdakwa di

Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dapat tercapai melalui penelitian ini, yaitu

sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bantuan hukum yang berikan oleh Pos Bantuan

Hukum dalam pemenuhan hak terdakwa di Pengadilan Negeri Klas 1A

Palembang.
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2. Untuk mengetahui faktor penghambat Pos Bantuan Hukum dalam

pemberian layanan bantuan hukum untuk memenuhi hak terdakwa di

Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Untuk pengembangan lembaga bantuan hukum khususnya Pos

Bantuan Hukum dan menambah wawasan bagi pembaca tentang

pelaksanaan peran Posbakum di Pengadilan Negeri.

2. Manfaat Praktis

a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan deskripsi yang

jelas tentang peran Posbakum dalam memberikan layanan bantuan

hukum di Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang.

b. Untuk memenuhi persyaratan gelar sarjana Fakultas Hukum

khususnya dibidang Hukum Pidana.

c. Sebagai sumber pengetahuan bagi masyarkat bahkan mahasiswa

tentang peran Posbakum di Pengadilan Negeri.

E. Ruang Lingkup

Karena terbatasnya pengalaman dan pengetahuan, agar skripsi ini tidak

menyimpang maka ruang lingkup penelitian ini hanya berkaitan bagaimana

peran dan bentuk pelayanan yang diberikan oleh Pos Bantuan Hukum di

Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang dalam pemenuhan hak terdakwa yang

berhadapan dengan hukum.
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F. Kerangka Teori

Agar terciptanya penelitian yang valid dan baik, maka diperlukan

landasan teori guna mempertajam konsep penelitian ini, landasan teori yang

digunakan yaitu:

1. Teori Bantuan Hukum

Hak atas bantuan hukum merupakan hak asasi manusia bagi

seseorang yang terkena masalah hukum, bantuan hukum juga merupakan

perwujudan dari persamaan hukum.35 Menurut M. Yahya Harahap

pengertian bantuan hukum dalam KUHAP adalah bantuan hukum berupa

pemberian jasa bantuan hukum secara profesional dan formal, bantuan

hukum tersebut diberikan secara cuma-cuma kepada seseorang yang

terlibat dalam kasus tindak pidana untuk mereka yang tidak mampu

maupun bagi mereka yang mampu oleh para advokat dengan menerima

imbalan jasa.36

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan agar tegaknya norma

hukum dan dijadikan sebagai pedoman perilaku dalam berkehidupan

bernegara dan perbuatan hukum serta menjamin semua aturan hukum

35 Ajie Ramdan., Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak
Konstitusional Fakir Miskin, Jurnal Konstitusi, Vol. 11, No. 2, Juni 2014, hlm. 235. Diperoleh dari
https://media.neliti.com/media/publications/107635-ID-bantuan-hukum-sebagai-kewajiban-
negara-u.pdf. Diakses pada tanggal 13 September 2020 jam 09. 17 WIB.

36 M. Yahya Harahap., Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan
Penuntutan, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm 348.

https://media.neliti.com/media/publications/107635-ID-bantuan-hukum-sebagai-kewajiban-negara-u.pdf.
https://media.neliti.com/media/publications/107635-ID-bantuan-hukum-sebagai-kewajiban-negara-u.pdf.
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berjalan sebagaimana mestinya.37 Adanya masalah pokok penegakan

hukum yang merupakan faktor-faktor memepengaruhinya, yaitu:

1. Faktor hukumnya itu sendiri, yaitu undang-undang;

2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk dan

menerapkan hukum;

3. Faktor sarana atau fasilitas sebagai salah satu syarat penegakan

hukum agar berjalan dengan baik;

4. Faktor masyarakat dan kebudayaan hukum yang mencakup nilai

dasar hukum yang berlaku.38

Persepsi manusia memiliki pandangan tertentu mengenai mana yang

baik dan buruk. Pandangan tersebut terwujud dalam nilai pasangan-

pasangan, contohnya pasangan nilai ketertiban dan nilai ketentraman,

pasangan nilai kepentingan umum dan kepentingan pribadi dan lain-

lain.39

3. Teori Keadilan

Menurut Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si, teori keadilan

bermartabat yang berlandaskan Pancasila, terutama pada sila kedua yang

berbunyi yaitu Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab berdasarkan sila ini

yang berarti adil dalam hukum artinya adil dalam memanusiakan manusia,

37 Jimly Asshiddiqie., Penegakan Hukum, dikutip dari
http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf. Diakses pada tanggal 16
Agustus 2020 jam 17.00 WIB.

38 Todiman Rajaguguk., Efektifitas Pos Bantuan Hukum Pengadilan Sebagai Pemberi
Layanan Bantuan Hukum Cuma-Cuma Pada Perkara Pidana Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru,
Jurnal Hukum Universitas Riau, Vol. 3, 2016, hlm. 4. Diperoleh dari
https://www.neliti.com/id/publications/118638/efektifitas-pos-bantuan-hukum-pengadilan-
sebagai-pemberi-layanan-bantuan-hukum-c. Diakses pada tanggal 16 Agustus 2020 jam 17.10
WIB.

39 Ibid., hlm. 7.

http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf
https://www.neliti.com/id/publications/118638/efektifitas-pos-bantuan-hukum-pengadilan-sebagai-pemberi-layanan-bantuan-hukum-c
https://www.neliti.com/id/publications/118638/efektifitas-pos-bantuan-hukum-pengadilan-sebagai-pemberi-layanan-bantuan-hukum-c
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dimana apabila ada seseorang yang melanggar hukum maka ia harus

mendapatkan hak-haknya dan diperlakukan sama dihadapan hukum

(termasuk memperoleh bantuan hukum) sehingga terciptanya

keseimbangan antara kewajiban dan hak serta keadilan yang bisa

dirasakan.40

4. Teori Hak Asasi Manusia

Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa Hak Asasi Manusia

(HAM) merupakan hak yang sudah tertanam dalam diri manusia sebagai

mahluk Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilindungi oleh negara, hukum,

Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat

dan martabat manusia.41 Pengertian tersebut bermakna kalau Negara

wajib memenuhi, menghormati dan memberikan perlindungan hukum

bagi hak setiap rakyatnya. Demi tercapainya suatu keadilan dalam

perlindungan HAM maka didirikanlah sebuah bantuan hukum bagi

masyarakat tidak mampu.42

40 Tris Astuti Handayani., Bantuan Hukum Bagi Masyarkat Dalam Prespektif Teori Keadilan
Bermartabat, Jurnal Hukum, Vol. 9, no.1, 2015, hlm 21. Diperoleh dari
https://ejournal.uksw.edu/refleksihukum/article/view/433. Diakses pada tanggal 17 Agustus 2020
jam 14.20 WIB.

41 Lihat Ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak
Asasi Manusia.

42 Fajrul Wadi., Bantuan Hukum dan Implementasi Perlindungan HAM Di Indonesia, Jurnal
Hukum, Al-Hurriyah, Vol, 11, No. 1, Januari-Juli 2010, hlm. 22. Diperoleh
darihttp://ejournal.iainbukittinggi.ac.id/index.php/alhurriyah/article/view/388. Diakses pada
tanggal 18 Agustus 2020 jam 16.00 WIB

https://ejournal.uksw.edu/refleksihukum/article/view/433
http://ejournal.iainbukittinggi.ac.id/index.php/alhurriyah/article/view/388
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G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum empiris yang

merupakan metode penelitian hukum menggunakan fakta-fakta yang

diambil dari perilaku manusia dengan perilaku verbal melalui wawancara

atau pengamatan langsung maupun berupa peninggalan fisik atau sebuah

arsip untuk melihat bagaimana kerja hukum dimasyarakat.43 Jenis

penelitian ini memandang penelitian sebagai empiricial atau kenyataan

hukum.44

Penelitian empiris adalah penelitian hukum positif tidak tertulis yang

menitikberatkan perilaku masyarakat meliputi perbuatan dalam

perwujudan atau pernyataan hukum yang hidup dan berlaku dalam

masyarakat.45

Pada kajian permasalahan ini yang diteliti adalah mengenai fungsi

Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri agar dapat menjelaskan

permasalahan dengan teori atau konsep yang didapat dari data penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan untuk meneliti tentang Pos

Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang yaitu dengan:

43 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad., Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 280.

44 Depri Liber Sonata., Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas
Dari Metode Meneliti Hukum, Jurnal Hukum, Universitas Lamoung, Vol.8, No. 1, Januari-Maret
2014, hlm. 29. Diperoleh dari https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/283. Diakses
pada tanggal 18 Agustsu 2020 jam 13.20 WIB.

45 Abdul Kadir Muhammad., Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,
2009, hlm. 155.

https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/283
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A. Pendekatan Gabungan (Sosio-legal Aprroach)

Penelitian sosio-legal ini merupakan penelitian berkaitan dengan

hukum dan perilaku masyarakat, yang menjadi titik permasalahannya

adalah masalah efektivitas aturan hukum, kepatuhan terhadap hukum,

peran lembaga atau institusi penegak hukum, implementasi dan

pengaruh hukum terhadap masalah sosial ataupun sebaliknya.46

B. Pendekatan Kasus (Case Aprroach)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah suatu kasus

yang berkaitan dengan isu hukum yang ada dan membahas mengenai

hal yang berkaitan dengan Pos Bantuan Hukum.47

3. Jenis dan Sumber Data

a) Data Primer

Data primer adalah data yang didapat langsung dari masyarakat

melalui wawancara.48

1. Wawancara

Pelaksanaan teknik wawancara dapat dilakukan secara

langsung dengan narasumber dan ada juga secara tidak

langsung contohnya memberikan daftar pertanyaan untuk

dijawab dikesempatan lain.49

46 Peter Mahmud Marzuki., Penelitian Hukum, cet. Ke.10, Jakarta: Kencana, 2015, hlm. 128.
47 Ibid., hlm. 158.
48 Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim., Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, cet.

Ke. 2, Depok: Prenadamedia Group, 2018, hlm. 149.
49 Ibid., hlm. 51.



17

b) Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat

mengikat, yaitu:50

1. Undang-Undang Dasar 1945

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum

Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana (KUHAP)

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang

Peradilan Umum.

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan

Hukum

6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang

Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan

Penyaluran Dana Bantuan Hukum

7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang

Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat

Tidak Mampu Di Pengadilan

50 Amiruddin dan Zainal Asikin., Pengantar Metode Penelitian Hukum, Depok: PT.
RajaFrafindo Persada, cet. Ke. 10, 2019, hlm. 32.
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2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum

primer seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian atau

pendapat pakar hukum.51

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan yang diberikan dari petunjuk maupun penjelasan

terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus,

ensiklopedia.52

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Pengadilan Negeri Klas 1A

Palembang yang beralamat Jalan Kapten A. Rivai No. 16, Sungai

Pangeran, Ilir Timur I, Sungai Pangeran, Kec. Ilir Timur I, Kota.

Palembang, Sumatera Selatan 30129.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri

yang sama. Populasi yang menjadi target penelitian adalah advokat

yang betugas di Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang.

b. Sampel

Sampel merupakan sumber data penelitian yang diambil dari

sebagian dari populasi, yang menjadi objek sampel adalah sebagian

51 Ibid., hlm. 32
52 Ibid.
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dari populasi yang mewakili populasi advokat.53 Posbakum

Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang terdiri dari 6 (enam)

organisasi bantuan hukum yaitu Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera,

Lembaga Bantuan Hukum Ikadin Sumsel, Lembaga Bantuan Hukum

Apik Sumsel, Pusat Bantuan Hukum Peradi, Lembaga Bantuan

Hukum Sumsel dan Lembaga Bantuan Hukum Peradin.

Teknik pengambilan sampel yang diambil untuk penelitian ini

adalah teknik purposive sampling dengan cara penulis mengambil

data sampling berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan

dan masalah penelitian.54 Sampel data tersebut adalah:

1. Advokat yang ada di Posbakum Pengadilan Negeri Klas 1A

Palembang

2. Pegawai Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Klas 1A

Palembang

3. Masyarakat yang mendapatkan bantuan hukum Posbakum

Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan

Metode penelitian lapangan (Field Research) diperoleh melalui

informasi atau pendapat dari narasumber. Pengumpulan data melalui

53 Edy Ikhsan dan Mahmul Siregar., Metode Penelitian Hukum, Fakultas Hukum, Universitas
Sumatera Utara, Medan, 2010, dikutip dari https://slideplayer.info/slide/12718292/. Diakses pada
tanggal 19 Agustus 2020 jam 19.25 WIB.

54 Anwar Hidayat., Teknik Sampling Dalam Penelitian, 2017, dikutip dari
https://www.statistikian.com/2017/06/teknik-sampling-dalam-
penelitian.html#1_Probability_Sampling. Diakses pada tanggal 19 Agustus 2020 jam 19.43 WIB.

https://slideplayer.info/slide/12718292/
https://www.statistikian.com/2017/06/teknik-sampling-dalam-penelitian.html#1_Probability_Sampling
https://www.statistikian.com/2017/06/teknik-sampling-dalam-penelitian.html#1_Probability_Sampling
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wawancara, metode wawancara digunakan untuk memperoleh

informasi yang tidak dapat melalui pengamatan.55

b. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan

dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menelusuri data dari

peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, buku-buku dan hasil

penelitian.

7. Metode Analisis Data

Pembahasan data didalam penelitian ini akan dilakukan secara

kualitatif dengan menggabungkan data primer dan sekunder kemudian

data tersebut dianalisis untuk menjawab rumusan masalah.

8. Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, dimana

suatu proses penarikan kesimpulan yang bersifat umum atas dasar

pengetahuan tentang hal-hal khusus (fakta) dari fakta tersebut kemudian

ditarik sebuah kesimpulan.

55 Zainuddin Ali., Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 107.
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